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BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DOKUMEN
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf f
Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, dinyatakan bahwa
salah satu fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil adalah pelaksana kegiatan pelayanan masyarakat di
bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas,
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka
perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan
Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang;

bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a dan
huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Sintang;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 15526112;&;?1“
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaraﬁ
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik .
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar
Republik Indonesia Nomor 1820);

Indonesia
an Negara

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Beb;;: ntlgng'
Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Re ub?'llj{
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Léinpb X
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); aran

3. Undang-Undang L
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8. Undang-Undang Nomor 31 Tehun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

4.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuanggg
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tl‘-‘"fﬂ—lﬁ‘ﬁ
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 665, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Républik Indonesia Nomor 4647) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nemor
232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Pﬂmturm i



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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mor 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pe1tnberzen'u:lir{:1
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesic
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran [iegars
Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah dlgogg
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 T Nomor
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No
164);

Peraturan Pemerintah No

r 58 Tahun 2005 tentg;’}g
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraLE;%L;r e:n
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomo

n 2005 tentang

. 90 Tahu
Peraturan Pemerintah Nomor 7 nggaraan

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyele blik
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Re;;)u a:n
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lerniot

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 teptang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daergh
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor
2);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintan
Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daw:ral%r
Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5
Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun
2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 5);

19. Peraturan ...



Menetapkan

19.

PERATURAN BUPATI TENTANG STAN
PROSEDUR PELAYANAN DOKUMEN KE
PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEP

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2015
tentang Sistem Administrasi Kependudukan (Lembaran
Dacrah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

DAR OPERASIONAL
PENDUDUKAN DAN
ENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Sintang.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan asas
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Sintang:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disi

SOP adalah proses standar pengolahan ﬁlelay};naglsgéggfé
internal yang menjadi pedoman/panduan bagj setiap pegawai
yang terlibat dalam pelaksanaan proses pelayanan taha
demi tahap, agar proses pelayanan dapat berjalan secarg
konsisten sehingga dapat menghasilkan pelayanan van
memenuhi standar yang telah ditetapkan. Yong

Pelayanan adalah Kegiatan atau rangkaian kegia

rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai der%;at:?lai?ll'?:li
sipil sebagai warga negara dan penduduk atas suatu baran
jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan OI&gl';
penyelenggara pelayanan publik yakni lembaga
pemerintahar.

8. Dokumen ...
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8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang
diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai
kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dlhasﬂl":fm
dari pelayanan Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.

9. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Pendud(;lk,
pencatatan atas laporan Peristiwa Kepfandudukan kan
pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan
serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu
identitas atau surat keterangan kependudukan.

10. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang d1al:€;)mi
Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akiba
terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu
Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan
lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta
status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

11. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat
data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga,
serta identitas anggota keluarga.

12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah Kartu Tanda
Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas
resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh
Instansi Pelaksana.

13. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang
dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada
Instansi Pelaksana.

BAB 1I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya SOP Pelayanan D
Kependqdukan dan Pencatatan Sipil adalah kal;r?:\iﬁ
memberikan acuan dalam memperoleh rentang kendali

pelayanan terhadap penerbitan dokumen kependud
pencatatan sipil. pendudukan dan

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini agar penduduk
memperoleh dokumen kependudukan dan pencatatand?i);ﬁ

dalam waktu yang efektif dan efisien yang diberi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. g diberikan oleh

BAB1II ...
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BAB III

JENIS DAN STANDAR PELAYANAN
Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan

Pasal 3

Jenis Pelayanan Dokumen Kependudukan dan 3egcawt§§ 281»122
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kg P
Sintang meliputi 12 (dua belas) jenis pelayanan terdiri dart -

Penerbitan Kartu Keluarga;

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Penerbitan Surat Keterangan Pindah;

Pencatatan dan Pénerbitan Akta Kelahiran;

Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan,;

Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian;

Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian,

. Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengangkatan Anak;
Pencatatan dan Penerbitan Pengesahan Anak Akta Catatan
Sipil;

Pencatatan dan Penerbitan Perubahan Nama Akta Catatan
Sipil;

k. Pencatatan dan Penerbitan Pembetulan Akta Catatan Sipil;

1. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Kedua Akta Catatan Sipil.

MR MO RO P

e

Bagian Kedua
Standar Pelayanan
Pasal 4

SOP Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sintang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan
huruf 1 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampirangxu
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini, yaitu :

Lampiran I SOP Penerbitan Kartu Keluarga;

Lampiran II SOP Penerbitan Kartu T

Lampiran anda Penduduk
Lampiran III SOP Penerbitan Surat Keterangan Pindah:
Lampiran IV SOP Pencatatan dan Penerbitan Akta Kela;hiran'
Lampiran V SOP Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawina;'x'
Lampiran VI SOP Pencatatan dan Penerbitan Akta Percerajan-’
Lampiran VII SOP Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian"

o p

RO Q0

h. L,ampiran "
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h. Lampiran VIII SOP Pencatatan dan Penerbitan Akta

1. iznmg};?gﬁatli(n gltl)i}{;Pencatatan dan Penerbitan Pengesahan

J- 51:2;1;;‘::;& XC gtglgageilcp;;tan dan Penerbitan Perubahan Nama

k. Aﬁpiﬁt%nsagll;’encatamn dan Penerbitan Pembetulan Akta

L (E:rﬁla;?far?lglll; SOP Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Kedua
Akta Catatan Sipil.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, ~ memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di  Sintang
pada tanggal 9% Mg 2015

BUPATI SINTANG,
'
MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 22 A&/ 12015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

~ Ot *
Pd
YOSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 3o
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